
WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR [G TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 06
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA

SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA PEMATANGSIANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,
Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan,
perlu merubah Peraturan Wali Kota Pematangsiantar
Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan
Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kota
Pematangsiantar;
bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota Pematangsiantar Pematangsiantar tentang Perubahan
Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 06
Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik
Baru Pada Satuan Pendidikan di Kota Pematangsiantar.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3328);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22
Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 955);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44
Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah
Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1591);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2005
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2005 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota
Pematangsiantar;
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15. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun
2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Keija Dinas-Dinas Daerah Kota
Pematangsiantar;

16. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 31 Tahun
2017 tentang Pembentukan Unit Teknis Daerah Satuan
Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 06
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA
PEMATANGSIANTAR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota
Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kota
Pematangsiantar, diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :
1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya

disingkat PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru
pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

2. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang
terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan
pendidikan.

3. Calon Peserta Didik Prestasi adalah calon peserta didik
yang memiliki prestasi di bidang akademik, non
akademik, olah raga maupun prestasi lainnya yang
lomba atau cabang kegiatannya beijenjang dari tingkat
kota hingga ke tingkat Nasional.

4. Sistem Zonasi adalah sistem pembagian wilayah sekolah
berdasarkan domisili calon siswa dengan sekolah
dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan 6
(enam) bulan sebelum kegiatan PPDB.

5. Jalur Afirmasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi
peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak
mampu.
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6. Jalur Prestasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi
peserta didik berdasarkan nilai ujian sekolah dan hasil
perlombaan dibidang akademik maupun non akademik.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) PPDB dilakukan berdasarkan :
a. nondiskriminatif;
b. objektif;
c. transparan;
d. akuntabel; dan
e. berkeadilan.

(2) PPDB bertujuan memberikan kesempatan kepada calon
peserta didik agar memperoleh layanan pendidikan yang
sebaik-baiknya.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau
bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria
dengan urutan terdekat menjadi prioritas sesuai dengan
daya tampung kuota berdasarkan ketentuan rombongan
belajar sebagai berikut :
a. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah

wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili
pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit
sebesar 50% (lima puluh persen) dari total jumlah
keseluruhan peserta didik yang diterima;

b. Afirmasi paling sedikit 15 % (lima belas persen);
c. Prestasi paling banyak 10 % (sepuluh persen); dan

d. Perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5 %
(lima persen).
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Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal ^4 3°*'
WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

'NSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal .24 202-0
Pj. SEKRETARIS DABRAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

BASARIN YUNUS TANJUNG
BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020 NOMOR / £
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